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KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL SYURIYAH PWNU JATIM

KOMISI C (QONUNIYAH)

Sabtu — Ahad, 18-19 Dzul Qo’dah 1443 / 18-19 Juni 2022
di Yayasan Ki Ageng Muhammad Besari Tegalsari Jetis Ponorogo

1. Pembatasan Usia Jamaah Haji
Deskripsi Masalah
Haji merupakan salah satu rukun islam yang wajib atas setiap muslim yang mampu
melaksanakannya. Dalam prakteknya kebanyakan muslimin menabung cukup lama untuk bisa
menunaikan rukun Islam ke lima ini. Setelah pembiayaan tercukupi, calon jamaah haji masih harus
menunggu waktu yang juga lama untuk bisa berangkat sebab keterbatasan Masjidil Haram dan
fasilitas haji lainnya.

Pada tahun 2022 ini setelah Ibadah haji diperbolehkan kembali secara internasional pasca ledakan
wabah Covid-19, masalah bertambah kembali dengan munculnya edaran dari Wizarah al-Hajj wal-
Umrah (Kementerian haji dan Umrah) Arab Saudi yang membatasi kebolehan jamaah haji yang
berangkat hanya bagi mereka yang berusia tidak lebih dari 65 tahun. Hal ini kemudian ditindaklanjuti
oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 405 Tahun 2022 Tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi. Dalam
ketetapan kedelapan KMA ini disebutkan bahwa syarat calon jamaah yang diperbolehkan berangkat
adalah: “Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun per tanggal 8 Juli 2022 sesuai dengan
urutan nomor porsi”. Senada dengan itu, dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 157 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Konfirmasi
Pelunasan Dan Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1443
Hijriah/2022 Masehi dalam bagian Persyaratan Konfirmasi Pelunasan dan Pembayaran Pelunasan
Haji Reguler tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi dinyatakan sebagai berikut: “Berusia paling tinggi 65
tahun 0 bulan per tanggal 30 Juni 2022 sesuai dengan urutan nomor porsi.”

Pembatasan usia tersebut membuat kekhawatiran di kalangan calon jamaah haji yang berusia tua
karena takut tidak bisa melaksanakan rukun Islam kelima setelah mereka menunggu sangat lama.
Dari sini kemudian muncul beberapa pertanyaan sebagai berikut:

Pertanyaan

1. Apa yang seharusnya dilakukan pihak pemerintah Rl terhadap pihak pemerintah Saudi terkait
aturan ini dan kebijakan apa yang harusnya diambil pemerintah Rl sebagai solusi terbaik bagi
CJH terdampak?

Jawaban

1. Pemerintah harus melakukan negosiasi untuk mengusahakan agar pemerintah Arab Saudi
memberikan izin berangkat pada tahun depan seperti sediakala serta memberikan sosialisasi
yang memadai pada masyarakat terkait kebijakan Arab Saudi tersebut.

Referensi

1. Al Tasyri’ al Jana’ifil Islam Juz 1 Hal. 335

2. Al Majmu’ Syarh al Muhadzdzab Juz 7 Hal. 94

3. Hawasyi al SyarwaniJuz 5 Hal. 49
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Pertanyaan

2. Apakah pembatasan usia tersebut dapat menggugurkan kewajiban untuk menunaikan ibadah

haji bagi yang usianya tidak memenuhi syarat dengan alasan tidak mampu berangkat?

Jawaban

2. CalonJamaah Haji (CJH) terdampak tidak wajib berangkat sebab dianggap tidak mampu selama
pembatasan tersebut diberlakukan dan tidak menjadi tanggungan kewajiban apabila CJH

meninggal dunia dalam rentang waktu pembatasan tersebut.

Referensi

1. Hasyiyah Ibn Hajar ‘alal “Idloh Hal. 48

2. Bulghoh al Thullab Hal. 227

3. Al Mausu’ah al Fighiyyah al Kuwaitiyyah Juz 2 Hal. 199
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Pertanyaan

3. Apakah calon jamaah haji yang gagal berangkat karena pembatasan usia tersebut dikenakan

kewajiban lain berupa badal haji atau lainnya?

Jawaban
3. Gugur

2. Status LGBT dalam Hukum Positif
Deskripsi Masalah

Hubungan sejenis yang umumnya dikenal sebagai Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)
merupakan hubungan yang terlarang dalam pandangan Islam. Namun demikian hukum positif di
Indonesia belum sepenuhnya membahas hal ini secara komprehensif. Regulasi tentang ini masih
berupa tidak diakuinya pernikahan sejenis dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1

Undang-Undang tersebut menyatakan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dalam KUHP, yang selama ini dianggap sebagai pidana hanyalah apabila hubungan sejenis tersebut

berupa pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pasal 292 KUHP yang berbunyi:
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“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin,
yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun”

Adapun hubungan sejenis di luar perkawinan yang dilakukan oleh sesama orang dewasa hingga saat
ini belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif. Di lain sisi, pihak penggiat LGBT menjustifikasi
tindakan mereka dengan berlindung di balik pasal perlindungan Hak Asasi Manusia. Misalnya dalam
Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi
manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Dengan
demikian mereka seolah menemukan dasar hukum untuk membentuk komunitas-komunitas LGBT
dan secara aktif menuntut kesetaraan hak hingga dapat seperti banyak negara Barat yang
melegalkan pernikahan sejenis. Wacana tentang hak-hak LGBT ini kembali menyeruak baru-baru ini
ketika pasangan LGBT diwawancarai dalam podcast seorang artis yang memiliki jutaan follower.

Wacana tentang pemidanaan terhadap hubungan sejenis sebenarnya sempat bergulir dan dibahas
dalam Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Namun, demikian perdebatan alot
dengan pihak-pihak yang mendukung gerakan LGBT membuat pembahasan tersebut menjadi tidak
jelas nasibnya dan RKUHP pun hingga saat ini tidak kunjung disahkan menjadi undang-undang.

Pertanyaan
1. Apakah LGBT merupakan Hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya menurut sudut
pandang fikih hukum positif?

Jawaban

1. Hak asasi manusia untuk hidup, mendapatkan pendidikan, pekerjaan, berpendapat dan
sebagainya diakui oleh agama Islam. Hanya saja Islam tidak mentolerir tindakan yang
diharamkan oleh syariat, semisal hubungan seksual di luar nikah lain jenis, hubungan seksual
sesama jenis atau tindakan pengubahan jenis kelamin.

080 (D Emagle 2 G5 a4l 818 1 3 g 331 e ) () Dyglaies aza3dl ob Gaili)
(D931 &b aLIZB @3 453 5T
[Surat AI-Mu’minun 5 - 7]
Tindakan semacam ini bukanlah dianggap sebagai bagian hak asasi manusia sebab Allah
melarang secara tegas tindakan semacam itu. Yang dianggap tidak tercela dalam islam hanyalah
sifat-sifat bawaan sejak lahir yang tidak lumrah semisal lelaki yang terlahir dengan perawakan
gemulai atau perempuan yang terlahir berperawakan seperti lelaki, itu pun diperintah untuk
dikontrol sebisanya dan dilatih agar berubah sesuai fitrah jenis kelaminnya.

Hal semacam ini tidak melanggar HAM sebab HAM itu sendiri dapat dibatasi oleh hukum dengan
mempertimbangkan agama, moral dan kemaslahatan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 28)J
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan
yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Senada dengan itu, pada Pasal 18 angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau disebut juga sebagai
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dinyatakan:

“Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat
dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi
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keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan
mendasar orang lain.”

Dengan demikian kebebasan yang dijamin dalam hak asasi manusia tidak dapat ditafsirkan
sebagai kebebasan untuk melanggar aturan syariat. Dalam konteks bernegara, hak asasi
seseorang dibatasi norma agama dan hukum.

Pertanyaan

2. Apa yang harus dilakukan oleh negara untuk menyikapi propaganda gerakan LGBT dan
hubungan sejenis dua orang dewasa yang dilakukan atas dasar suka sama suka?

Jawaban

2.  Pemerintah wajib memberikan sanksi yang tegas dan eksplisit dalam RKUHP terhadap

hubungan seksual yang menyimpang semisal hubungan sesama jenis. Penyimpangan yang
merusak nilai-nilai berumah tangga yang diperjuangkan dalam UU No 1 tahun 1974 ini tidak
dapat dibiarkan begitu saja tanpa ketegasan sanksi sehingga kemudian tidak ada lagi pihak yang
menafsirkannya sebagai pembiaran negara atas sebuah penyimpangan. Sanksi pidana yang
dimaksud berupa takzir yang memberikan efek jera dan bersifat preventif.

Dalam draft RKUHP yang dapat diakses hingga saat ini (Juni 2022) hal ini telah disinggung dalam
pasal 417 ayat 1 RKUHP sebagai berikut:

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya
dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda
kategori "
Namun demikian dalam ayat (2) juga dijelaskan bahwa Tindak Pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) itu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua,
atau anaknya.

Kemudian pada ayat (4) dijelaskan juga bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama
pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Hal ini menjadikan tindakan cabul yang
dilakukan oleh pasangan sesama jenis atau berlainan jenis masuk dalam kategori delik aduan.
Padahal potensi bahaya dalam tindakan semacam itu sangat besar sehingga seharusnya
dikategorikan dalam pidana murni. Nalar yang dianut dalam RKUHP tersebut adalah nalar
sistem perundang-undangan yang dianut di Eropa dan negara-negara Barat, bukan nalar negara
yang menganut ideologi pancasila yang menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila
pertamanya.

Sebab itu, Propaganda yang mendukung gerakan LGBT harus dilarang seperti dilarangnya
penyebaran konten yang melanggar hukum sebab bertentangan dengan nilai-nilai seluruh
agama yang diakui di Indonesia serta sistem perundang-undangan kita mendukung untuk
diterbitkannya regulasi semacam ini.

Rekomendasi

1.

2.

Pemerintah agar mengatur sanksi tindakan hubungan seksual sesama jenis secara eksplisit
dalam undang-undang

Pelanggaran sebagaimana dalam poin pertama dianggap sebagai tindak pidana murni
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BAHTSUL MASAIL SYURIYAH PWNU JATIM
Sabtu — Ahad, 18-19 Dzul Qo’dah 1443 / 18-19 Juni 2022
di Yayasan Ki Ageng Muhammad Besari Tegalsari Jetis Ponorogo

KOMISI C (QONUNIYAH)

Perumus dan Mushahih: Tim Ahli:
1. KH. Azizi Hasbulloh Dr. H. Imron Mawardi, S.P., M.Si.
2. KH. Mukhlis Dimyati Moderator:
3. KH. Abdul Hadi Mahfuzd 1. K. M. Arifuddin, S.Pd.l., M.Pd.1.
4. KH. Asyfiin 2. K. Saiful Anwar
5. K. Ahmad Fauzi Hamzah Syam
6. K. M. Arifuddin, S.Pd.l., M.Pd.I. Notulen:
7. K. Saiful Anwar 1. K. Dr. Abdul Wahab Ahmad, M.H.I.
8. KH. Fathoni Muhammad, Lc., M.Si. 2. K. M. Syamsuddin, S.Si.
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